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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagaiberikut: 

1. Gambaran tentang opini BPK, Peraturan Perundang-Undangan, 

Sumber Daya Manusia, teknologi informasi dan pengelolaan Dana 

BOS adalah Baik. 

2. Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di kota Kupang. 

Artinya apabila peraturan perundang-undangan dapat dipahami 

dengan baik dan diterapkan dengan benar maka pengelolaan daa BOS 

akan semakin baik. 

3. Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan 

Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di kota Kupang. Artinya apabila 

kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan menjadi baik maka 

pengelolaan dana BOS akan semakin baik. 

4. Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan 

Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di kota Kupang. Artinya apabila 

penguasaan teknologi semakin baik oleh pengelolan dana BOS, maka 

pengelolaan dana BOS akan semakin baik 

5. Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh signifikan terhadap opini 

BPK perwakilan NTT. Artinya apabila peraturan perundang-undangan 
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dapat dipahami dengan baik dan diterapkan dengan benar maka 

pelaporan yang dibuat akan mendapat opini BPK dengan predikat 

WTP. 

6. Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap opini BPK 

Artinya apabila kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana 

BOS di sekolah dapat ditingkatkan menjadi baik maka pelaporan yang 

dibuat dapat memperoleh opini BPK dengan predikat WTP 

7. Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap opini BPK 

Artinya apabila pengelolan dana BOS di sekolah dapat menguasai 

aplikasi teknoogi dengan baik, maka pelaporan yang dibuat dapat 

memperoleh opini BPK dengan predikat WTP 

8. Pengelolaan Dana BOS berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK 

perwakilan NTT.Artinya apabila pengelolaan dana BOS di sekolah 

dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk teknis 

dan peraturan yang ada, maka pelaporan yang dibuat dapat 

memperoleh opini BPK dengan predikat WTP 

9. Pengelolaan dana BOS memediasi pengaruh peraturan perundang-

undangan terhadap opini BPK. Artinya pengelolaan dana BOS dapat 

memediasi atau memperkuat pengaruh peraturan perundang-undangan 

terhadap opini BPK, dibanding pengaruh langsung peraturan perundang-

undangan terhadap opini BPK 

10. Pengelolaan dana BOS memediasi pengaruh sumber daya manusia  

terhadapopini BPK. Artinya pengelolaan dana BOS dapat memediasi 
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secara penuh atau memperkuat pengaruh sumber daya manusia  terhadap 

opini BPK, dibanding pengaruh langsung sumber daya manusia  terhadap 

opini BPK 

11. Pengelolaan dana BOS tidak memediasi pengaruh teknologi informasi   

terhadap opini BPK. Artinya pengelolaan dana BOS tidak dapat 

memediasi secara penuh pengaruh teknologi informasi  terhadapopini 

BPK, dibanding pengaruh langsung teknologi informasi terhadap opini 

BPK. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan 

kepada manajemen  beberapa hal sebagai berikut: 

1. Memperbaiki pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-

undangan dalam pengelolaan Dana BOS.  

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada sikap 

dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan 

dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di kota Kupang.  

3. Meningkatkan kemampuan teknologi informasi kerja khususnya 

berkaitan dengan pengadaan perangkat lunak yang dapat membantu 

bendahara sekolah dalam proses dan pengelolaan Dana BOS. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan 

menggunakan variabel maupun indikator yang berbeda.   
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